A.

BAB I1

LANDASAN TEORI MENGENAI ASPEK HUKUM ILLEGAL LOGGING

Tindak Pidana.
1.  Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang- undang sering disebut dengan
strafbaarfeit. Istilah “strafbaar feit” sendiri yang merupakan bahasa Belanda
tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu straf yang berarti hukuman (pidana), baar
yang berarti dapat (boleh), dan feit yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran
dan perbuatan. Jadi istilah strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau
perbuatan yang dapat dipidana.t

Dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik.
Kata “delik” berasal dari bahasa Latin, yakni delictum. Dalam bahasa Jerman
disebut delict, dalam bahasa Prancis disebut delit, dan dalam bahasa belanda
disebut delict. Sementara dalam kamus besar bahasa Indonesia.> Sedangkan
pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan
istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana. Rumusan

mengenai definisi tindak pidana menurut para ahli hukum, sebagai berikut :

11 Made Widnyana, Asas- Asas Hukum Pidana, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, him.32.
2 | edeng Marpaung, Asas- Teori- Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, him. 7.
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a Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma
yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan
pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan
kesejahteraan umum.

b.  Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/feit yang

diancam pidana.*
Menurut Wirjono Tindak Pidana adalah :2

“Dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah
peristiwa pidana pernah digunakan secara resmi dalam
UUDS 1950, yakni pasal 12 (1). Secara substansif,
perngertian dari istilah peristiwa pidana lebih menunjuk
kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan oleh
perbuatan manusia maupun oleh gejala alam”.

Menurut Teguh Prasetyo Tindak Pidana adalah :

“Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum
dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan
di sini selain perbuatan yang bersifat aktif dan perbuatan
yang berifat pasif”.

Menurut Jan Remelink Tindak Pidana:*

“Perilaku yang ada pada waktu tertentu dalam konteks suatu
budaya dianggap tidak dapat di tolerir dan harus di perbaiki

! Bambang Poernomo, Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana,
Bina Aksara, Jakarta, 1997, him.86.

2 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung,
2003, him. 33.

3 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, him.
49,

4 Jan Remelink, Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia),
Gramedia Pustaka, Jakarta, 2003, him. 61



dengan mendayagunakan sarana-sarana yang disediakan
oleh hukum”.

Wirjono Prodjodikoro mempergunakan istilah tindak pidana
adalah tetap dipergunakan dengan istilah tindak pidana atau dalam
Bahasa Belanda Strafbaar feit yaitu suatu perbuatan yang pelakunya
dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan

merupakan "subyek" tindak pidana.®

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana dapat digolongkan

2 (dua) bagian, yaitu:

a Tindak pidana materil Pengertian tindak pidana materil
adalah, apabila tindak pidana yang dimaksud dirumuskan
sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu,
tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu.

b.  Tindak pidana formil. Pengertian tindak pidana formal yaitu
apabila tindak pidana yang dimaksud, dirumuskan sebagai
wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang

disebabkan oleh perbuatan itu.

Dengan demikian, definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli

tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tinda

5 Wiryono Projodikoro. Azas- azas Hukum Pidana di Indonesia. PT. Eresco, Bandung, 1986,
him. 55.
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pidana adalah perbuatan manusia yang dilarang oleh undang-undang

ataupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dimana

perbuatan tersebut diancam dengan hukuman dan atas perbuatan

tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur tindak pidana dibedakan dari dua sudut pandang yakni pandangan

monistis dan pandangan dualistis, sebagai berikut:

a Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat,

untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan

perbuatan.® Unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan monistis

meliputi:’

1)  Ada perbuatan

2)  Ada sifat melawan hukum;

3) Tidak ada alasan pembenar;
4)  Mampu bertanggungjawab;
5) Kesalahan;

6) Tidak ada alasan pemaaaf.

b.  Pandangan dualistis yaitu pandangan yang memisahkan antara

perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu,

& Amir llyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP- Indonesia,

Yogyakarta, 2012, him. 38.

" 1bid., him.43.



Selanjutnya unsur- unsur pertanggungjawaban pidana meliputi:

a.
b.

C.
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untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup
dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang
yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dsar
pembenar. Unsur- unsur tindak pidana menurut pandangan dualistis
meliputi:®

1) Adanya perbuatan yang mencocoki rumusan delik

2) Ada sifat melawan hukum

3) Tidak ada alasan pembenar

9

Mampu bertanggungjawab
Kesalahan

Tidak ada alasan pemaaf

Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki

perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana

dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu :

a

Unsur Subyektif Yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau

berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang

8 | Made Widnyana,Op Cit, him.57.

? Ibid
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bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana
meliputi :
1)  Kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa);
2)  Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
3) Ada atau tidaknya perencanaan;
b.  Unsur Obyektif
Merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu
dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar
batin si pelaku.
1) Memenuhi rumusan undang-undang
2) Sifat melawan hukum;
3) Kualitas si pelaku;
4) Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan

dengan akibatnya.

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu
faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar

diri si pelaku atau faktor lingkungan.

Teori Pemidanaan.
1.  Pengertian Pemidanaan
Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pemidanaan diartikan

secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim,
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maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan
ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu
ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi
sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai
Hukum Pidana Subtantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana
dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap
pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan
sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.
Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van
Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:!!

“Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang

disebut berturutturut, peraturan umum yang dapat diterapkan

terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap

perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana

acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib
yang harus diperhatikan pada kesempatan itu”.

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana meteril dan hukum

pidana formil sebagai berikut:*2

a Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang

menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat

10 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti,
2002, him 129.

11| eden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika,. Jakarta, 2005, him. 2.

12 1bid. him 2.



bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan
orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman ataas
pelanggaran pidana.

b.  Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang
mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil
terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu,
atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum
pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan
hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

Apabila Kkita tinjau dari pendapat para ahli di atas dapat

disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah
jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil
dalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan
melaksanakan hukum pidana materil. Pemberian pidana atau
pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap

perencanaan sebagai berikut:

a Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;

c.  Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang
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2.  Teori-teori Pemidanaan
Pada umumnya teori-teori pemidanaan terbagi atas tiga. Pada bagian ini
penulis akan menguraikan teori tersebut sebagai berikut :
a  Teori Retribution atau Teori Pembalasan Teori retribution atau teori
pembalasan ini menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk:

1)  Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;

2) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak
mengandung sarana- sarana untuk tujuan lain misalnya untuk
kesejahteraan masyarakat;

3) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya
pidana;

4)  Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;

5)  Pidana melihat kebelakang, merupakan pencelaan yang murni
dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau
memasyarakatkan kembali si pelanggar.’3

b.  Teori Utilitarian atau Teori Tujuan Teori utilitarian menyatakan
bahwa pemidanaan bertujuan untuk:

1)  Pencegahan (prevention);

13 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 1998,
him. 17.



2)

3)

4)

5)
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Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana
untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan
manusia;

Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat
dipersalahkan kepada pelaku saja (misalnya karena sengaja
atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk
pencegahan kejahatan;

Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif) pidana dapat
mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan
maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak
membantu  pencegahan kejahatan untuk kepentingan

kesejahteraan masyarakat.4

Teori Gabungan Ide dasar dari teori gabungan ini, pada jalan pikiran

bahwa pidana itu hendaknya merupakan gabungan dari tujuan untuk

pembalasan dan perlindungan masyarakat, yang diterapkan secara

kombinasi sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan dan keadaan

si pembuatnya. Aliran gabungan ini berusaha untuk memuaskan

semua penganut teori pembalasan maupun tujuan. Untuk perbuatan

yang jahat, keinginan masyarakat untuk membalas dendam direspon,

4 1bid.
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yaitu dengan dijatuhi pidana penjara terhadap penjahat/narapidana,
namun teori tujuanpun pendapatnya diikuti, yaitu terhadap
penjahat/narapidana diadakan pembinaan, agar sekeluarnya dari
penjara tidak melakukan tindak pidana lagi.t®
C. Sanksi Pidana.
1.  Pengertian Sanksi Pidana
Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya
dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi
baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sistem
hukum pidana ada dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu
sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang
paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang
yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.’® Sanksi diartikan
sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati
perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang.!” Sanksi pidana merupakan
suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang
bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya

sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.8

15 Tri Andrisman, Delik-delik luar KUHP: Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian
Uang, 2005, him 10.

16 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana , Jakarta, 2015, him 193.

17 1bid. him 202.

18 1bid. him 194,
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Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada
orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu®® ,
sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan
ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada
pembuat delik.?°

Sanksi pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam jika
dibandingkan dengan pemberlakuan sanksi pada hukum perdata maupun dalam
hukum administrasi. Pendekatan yang dibangun adalah sebagai salah satu upaya
untuk mencegah dan mengatasi kejahatan melalui hukum pidana dengan
pelanggaran dikenakan sanksinya berupa pidana. Menurut Roeslan Saleh,
sebagaimana yang dikutip oleh Samsul Ramli dan Fahrurrazi, mengemukakan
pendapat bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa
yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik (perbuatan yang
dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-
undang). Hukum pidana menentukan sanksi terhadap pelanggaran peraturan
larangan. Sanksi itu dalam prinsipnya terdiri atas penambahan penderitaan

dengan sengaja.?!

19 Tri Andrisman, Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia, Unila,
BandarLampung, 2009, him.8

20 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, him. 81

2L Samsul Ramli dan Fahrurrazi, 2014, Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa,
Visimedia Pustaka, Jakarta, him. 192
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Wujud atau sifat perbuatan pidana itu adalah melawan hukum dan/atau
perbuatan-perbuatan tersebut juga merugikan masyarakat, dalam arti
bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan
masyarakat yang dianggap baik dan adil. Namun, perbuatan seseorang dikatakan
sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah tercantum dalam undang-
undang. Dengan kata lain, untuk mengetahui sifat perbuatan tersebut dilarang
atau tidak, harus dilihat dari rumusan undang-undang.??

2. Jenis-jenis Sanksi Pidana

Sumber hukum pidana di Indonesia merupakan kitab undang-undang

hukum pidana (KUHP) sebagai induk aturan umum dan peraturan

perundang-undangan khusus lainnya di luar KUHP. Sebagai induk aturan
umum, KUHP mengikat peraturan perundang-undangan khusus di luar

KUHP. Namun, dalam hal-hal tertentu peraturan perundang-undangan

khusus tersebut dapat mengatur sendiri atau berbeda dari induk aturan

umum, seperti misalnya UU RI No. 39 Tahun 2004. Bentuk hukuman

Pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP, yaitu :

a Pidana Pokok, yang terbagi atas :

1)  Pidana Mati;
2) Pidana Penjara;

3)  Pidana Kurungan;

22 1bid.
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4)  Pidana denda;
5)  Pidana Tutupan.
b.  Pidana Tambahan, yang terbagi atas :
1)  Pencabutan hak-hak tertentu
2)  Perampasan barang-barang tertentu

3)  Pengumuman putusan hakim.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 KUHP tersebut dapat dijabarkan sebagai

berikut Ad.1 Pidana Pokok

a Pidana Mati, Ketentuan pidana mati terdapat dalam Pasal 11 KUHP
menyatakan bahwa pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat
gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan
pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat
terpidana berdiri.Pidana mati adalah sanksi pidana pokok yang
terdapat dalam Pasal 10 ayat (1) KUHP, dimana pelaksanaan
pidana mati, terhadap pelaku tindak pidana dilakukan dengan
ditembak mati, (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 PNPS
Tahun 1964)

b. Pidana Penjara pada Pasal 12 KUHP

1) Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu

tertentu.



d

2)

3)

4)

51

Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu
hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut,
Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan
untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan
yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati,
pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu
tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan
pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal
batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahanan pidana
karena perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan
Pasal 52.

Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh

melebihi dua puluh tahun.

Pidana Kurungan Pasal 18 KUHP

1)

2)

3)

Pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama
satu tahun.

Jika ada pidana yang disebabkan karena perbarengan atau
pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52, pidana
kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan.
Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu

tahun empat bulan.

Pidana Denda, dalam Pasal 30 KUHP



1)
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Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen.

2) Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana

3)

4)

5

6)

kurungan.

Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu
hari dan paling lama enam bulan.

Dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti
ditetapkan demikian; jika pidana dendanya tujuh rupiah
lima puluh dua sen atau kurungan, di hitung satu hari; jika
lebih dari lima rupiah lima puluh sen, tiap-tiap tujuh rupiah
lima puluh sen di hitung paling banyak satu hari demikian
pula sisanya yang tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen.
Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena
perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan pasal
52, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan
bulan.

Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari

delapan bulan.

Ad.2 Pidana Tambahan

a.

Pencabutan Hak-Hak Tertentu, dalam Pasal 35 KUHP
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1)  Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut

dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undangini,

atau dalam aturan umum lainnya ialah :

3)

b)

d)

f)

hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang
tertentu;

hak memasuki Angkatan Bersenjata;

hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan
berdasarkan aturan-aturan umum.

hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas
penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas,
pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang
bukan anak sendiri.

hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan
perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;

hak menjalankan mata pencarian tertentu.

2) Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari

jabatannya, jika dalam aturan-aturan khusus di tentukan

penguasa lain untuk pemecatan itu.

b.  Perampasan barang-barang tertentu Pasal 39 KUHP

1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari

kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan

kejahatan, dapat dirampas.
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2)  Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan
dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan
putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan
dalam undang-undang.

3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah
yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-
barang yang telah disita.

c.  Pengumuman Putusan Hakim Pasal 43 KUHP Apabila hakim
memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab
undang-undang ini atau aturan-aturan umum lainnya, maka ia harus
menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas

biaya terpidana.

Berdasarkan uraian mengenai jenis-jenis pidana tersebut di atas, pidana
yang terdapat dalam ketentuan hukum pidana terdiri dari pidana pokok dan
pidana tambahan. Pidana pokok adalah sanksi pidana yang dijatuhkan kepada
pelaku tindak pidana terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan
dan pidana denda, sedangkan pidana tambahan adalah sanksi pidana yang
dijatunkan kepada pelaku tindak pidana, dapat berupa pencabutan hak-hak
tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.
Penjatuhan pidana tambahan dapat diberikan mengikuti penjatuhan pidana

pokok. Klasifikasi terhadap jenis-jenis pidana ini dilakukan untuk menentukan



55

berat atau ringannya hukuman atau sanksi pidana atas suatu jenis tindak pidana

yang dilakukan.

Tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya kejahatan pada masa
yang akan datang, tujuan diadakannya pemidanaan diperlukan untuk mengetahui
sifat dasar hukum dari pidana. bahwa Dalam konteks dikatakan Hugo De Groot
“malim pasisionis propter malum actionis” yaitu penderitaan jahat menimpa
dikarenakan oleh perbuatan jahat. Berdasarkan pendapat tersebut, tampak adanya
pertentangan mengenai tujuan pemidanaan, Yyakni antara mereka yang
berpandangan pidana sebagai sarana pembalasan atau teori absolute dan mereka
yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif atau teori tujuan,

serta pandangan yang menggabungkan dua tujuan pemidanaan tersebut.

Jenis-jenis pidana sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 10
KUHP, juga diatur didalam peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus
(spesialis) dan terkadang mengesampingkan ketentuan pidana yang terdapat
dalam KUHP (generalis), sesuai dengan asas hukum Lex specialis derogat legi

generalis”.

Tindak Pidana lIllegal Logging.
1.  Pengertian Tindak Pidana lllegal Logging
Dalam peraturan perundang-undangan yang ada, pengertian illegal logging

tidak didefinisikan dengan tegas, namun secara harfiah illegal logging berasal
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dari bahasa Inggris. Dalam The Contemporary English Indonesian Dictionary,
istilah “illegal” artinya tidak sah, dilarang, atau bertentangan dengan hukum,
haram. Dalam Black’s Law Dictionary, illegal artinya “forbidden by law;
unlawful”, artinya yang dilarang oleh hukum atau tidak sah. “Log” dalam bahasa
Inggris artinya batang kayu atau kayu gelondongan, dan “logging” artinya
menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian. Berdasarkan pengertian
secara harfiah tersebut, dapat disimpulkan bahwa illegal logging menurut bahasa
berarti menebang kayu kemudian membawa ke tempat gergajian yang
bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum. Dalam Instruksi
Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan
Penebangan Kayu llegal (illegal logging) dan Peredaran Hasil Hutan llegal di
Kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Putting (Inpres No. 5
Tahun 2001), istilah illegal logging disamakan dengan istilah penebangan kayu
illegal 2

Secara umum lllegal logging mengandung makna kegiatan di bidang
kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan,
pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan jual beli (termasuk ekspor-impor)
kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau

perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan.?* Sementara itu, menurut

23 |GM Nurdjana, dkk, Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi, Pustaka
Pelajar, Yogyakarta, 2008, him, 13.
24 Alam Setia Zain, Kamus Kehutanan, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2003, him 75.
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Sukardi, illegal logging ialah menebang kayu kemudian membawa ke tempat
gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum. 2

Definisi lain dari Illegal logging, berasal dari temu karya yang
diselenggarakan oleh LSM Indonesia Telapak pada tahun 2002, yaitu bahwa
Illegal logging adalah operasi atau kegiatan kehutanan yang belum mendapat izin
dan yang merusak. Forest Watch Indonesia (FWI) dan Global Forest Watch
(GFW), mengidentikkan Illegal logging dengan istilah “pembalakan liar” untuk
menggambarkan semua praktik atau kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan
pemanenan, pengelolaan, dan perdagangan kayu yang tidak sesuai dengan
hukum Indonesia. Lebih lanjut, FWI membagi lllegal logging menjadi 2 (dua),
yaitu : Pertama, yang dilakukan oleh operator yang sah yang melanggar
ketentuan-ketentuan dalam izin yang dimilikinya. Kedua, melibatkan pencuri
kayu, pohonpohon ditebang oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai hak
legal untuk menebang pohon.?®

Illegal logging dalam peraturan Perundang-undangan yang ada tidak secara
eksplisit didefinisikan dengan tegas. Namun, terminologi illegal logging dapat
dilihat dari pengertian secara harfiah, illegal artinya tidak sah, dilarang atau
bertentangan dengan hukum, dan log adalah kayu gelondongan, logging artinya

menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian. lllegal Logging adalah

SMukti Adji, 2007, Tinjauan Hukum llegal Logging.
http://muktiaji.blogspot.com/2008/05/tinjauan-hukum-illegal-logging.html, diunduh pada Kamis 30 Juli
2020, pukul 13:00 WIB.

%6 |GM Nurdjana, dkk, op.cit., him 14.


http://muktiaji.blogspot.com/2008/05/tinjauan-hukum-illegal-logging.html
http://muktiaji.blogspot.com/2008/05/tinjauan-hukum-illegal-logging.html
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rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ke tempat pengolahan
hingga kegiatan eksport kayu yang tidak mempunyai izin dari pihak yang
berwenang sehingga tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang
berlaku, oleh karena itu dipandang sebagai suatu perbuatan yang merusakan
hutan.?’

Prasetyo mengungkapkan ada 7 (tujuh) dimensi dari kegiatan Illegal

logging yaitu :%8

a Perizinan, apabila kegiatan tersebut tidak ada izinnya atau belum ada
izinnya atau izin yang telah kadaluarsa;

b.  Praktik, apabila pada praktiknya tidak menerapkan praktik logging
yang sesuai peraturan;

C. Lokasi, apabila dilakukan diluar lokasi izin, menebang di kawasan
konservasi/lindung, atau usul lokasi tidak dapat ditunjukkan;

d.  Produksi kayu apabila kayunya sembarang jenis (dilindungi), tidak
ada batas diameter, tidak ada identitas asal kayu, tidak ada tanda
pengenal perusahaan;

e Dokumen, apabila tidak ada dokumen sahnya kayu;

f. Melakukan perbuatan melanggar hukum bidang kehutanan; dan

27 |bid, him 15.
28 Riza Suarga, Pemberantasan Illegal Logging, Optimisme Di Tengah Praktek Premanisme
Global, Wana Aksara, Tangerang, 2005, him 7.
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g Penjualan, apabila pada saat penjualan tidak ada dokumen maupun

ciri fisik kayu atau kayu diselundupkan.

Illegal logging adalah perusakan hutan yang akan berdampak pada
kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi, maupun sosial budaya. Jadi, dapat
disimpulkan bahwa illegal logging adalah rangkaian kegiatan penebangan dan
pengangkutan kayu ke tempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu yang
tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehinggah tidak sah atau
bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, oleh karena dipandang sebagai

suatu perbuatan yang dapat merusak hutan.

Berdasarkan kesimpulan di atas, jelas bahwa perbuatan illegal logging
merupakan suatu kejahatan oleh karena dampak yang ditimbulkan sangat luas
mencakup aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Kejahatan ini
merupakan ancaman yang potensial bagi ketertiban sosial dan dapat
menimbulkan ketegangan serta konflik-konflik dalam berbagai dimensi,
sehingga perbuatan itu secara faktual menyimpang dari norma-norma yang
mendasari kehidupan atau keteraturan sosial. Bahkan dampak kerusakan hutan
yang diakibatkan oleh kejahatan illegal logging ini tidak hanya dirasakan oleh
masyarakat yang berada di sekitar hutan saja namun dirasakan secara nasional,

maupun internasional .2°

29 1bid. him 19.
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2. Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur Tentang lllegal

Logging

Pengertian hutan menurut Pasal 1 butir 2 UUK adalah : “Suatu kesatuan
ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang
didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu
dengan lainnya tidak dapat dipisahkan”. Hukum Kehutanan menurut Biro
Hukum dan Organisasi Departemen Kehutanan 1992, yaitu bahwa hukum
kehutanan adalah kumpulan (himpunan) peraturan baik yang tertulis maupun
yang tidak tertulis yang berkenaan dengan kegiatan yang tersangkut paut dengan
hutan dan pengurusannya, dimana terdapat dua kepentingan dalam sistem
pengelolaan hutan yang saling mempengaruhi yaitu kepentingan pemanfaatan
dan kepentingan perlindungan hutan.*® Asas perlindungan hutan adalah suatu
asas yang setiap orang/badan hukum harus berperan serta untuk mencegah dan
membatasi kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan
manusia dan ternak, daya-daya alam, hama, dan apenyakit (Pasal 15 Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan).3!
Apabila kita meninjau terhadap aturan perundang-undangan di indonesia
yang menjadi landasan hukum tentang illegal logging,yaitu ada beberapa
peraturan:

Pertama, Undang-Undang Dasar 1945 ayat 33 ayat (3) yang berbunyi:

% 1bid, him 42
31 1bid, him 43.
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“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya

olen negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat.”

Adapun makna di dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, ayat (3)

Menyatakan dan menegaskan menegaskan bahwa posisi rakyat lebih utama

dibanding kepentingan orang-seorang. Dengan hal tersebut maka demokrasi

ekonomi yang dimaksud, adalah :

“Kepentingan masyarakat lebih utama dari kepentingan orang-

seorang”.3?

Kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan

secara inti bahwa mengenai kejahatan illegal logging, pada umumnya apabila

dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana umum dapat diklasifikasikan pada

beberapa jenis bentuk kejahatan secara umum, yaitu:

a

Pengerusakan

Di atur dalam Pasal 406 KUHP yang berbunyi:

1)

2)

Barangsiapa degan sengaja melawan hukum
menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau
menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau, sebagian milik
orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun
delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus
rupiah.

Dijatunkan  pidana yang sama terhadap  orang
dengan sengaja dengan melawan hukum membunuh,
merusakkan, membikin tak dapat digunakan
atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian
milik orang lain.

32 E|li Rusliana, 2012, Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan

Hukum Ekonomi
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Namun, barang yang memiliki fungsi sosial biasanya dipergunakan dalam
kepentingan umum yang mana hal tersebut di atur didalam Pasal 408, akan tetapi
cakupannya dibatasi oleh barang-barang tertentu sesuai isi dalam pasal tersebut
sehingga tidak relevan digunakan untuk kejahatan pengrusakan terhadap hutan.

b.  Pencurian

Di atur Pasal 362 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya
atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk
dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian,
dengan pidana penjara paling lama lima Tahun atau pidana denda
paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Pencurian dalam UU Perkebunan

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang
Perkebunan (“UU Perkebunan™) secara implisit juga mengatur
larangan melakukan pencurian atas hasil perkebunan. Pasal 55 UU

Perkebunan menyatakan:

Setiap Orang secara tidak sah dilarang:

1) mengerjakan, = menggunakan, = menduduki,  dan/atau
menguasai Lahan Perkebunan;
2) mengerjakan,  menggunakan, = menduduki,  dan/atau

menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat
Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha
Perkebunan;

3) melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan;
atau

4) memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan.

Pasal 55 huruf d UU Perkebunan, menurut hemat kami, memiliki

keserupaan makna dengan tindak pidana pencurian yang diatur


https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5460697e66f86
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5460697e66f86
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dalam Pasal 362 KUHP. Sanksi pidana terhadap pelanggaran Pasal
55 huruf d UU Perkebunan kemudian tercantum dalam Pasal 107 UU
Perkebunan yang berbunyi:
Setiap Orang secara tidak sah yang:
1)  mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai
Lahan Perkebunan;

2)  mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai
Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum
Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan;

3)  melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan;

atau

4)  memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan;

“Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau
denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar
rupiah)”.

Akan tetapi, yang dimaksud dengan frasa “Setiap orang secara tidak
sah” pasa Pasal 55 dan Pasal 107 UU Perkebunan ada pengecualian
terhadap masyarakat hukum adat. Hal tersebut tertuang didalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XI111/2015 menyatakan bahwa
Pasal 55 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa “Setiap orang secara
tidak sah”. Dalam ketentuan tersebut tidak dimaknai siapa saja yang tidak
termasuk kedalam anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang sudah

memenuhi ketentuan sebagaimana di atur dalam Putusan Mahkamah

Nomor 31/PUU-V/2007.


https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5bd6efd38919c/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-138-puu-xiii-2015
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5bd6efd38919c/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-138-puu-xiii-2015
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Adapun ketentuan yang Berlaku, yaitu :

Berdasarkan bunyi pasal yang telah dijelaskan di atas , kita dapat
menyimpulkan dengan cara meninjau terhadap perbedaan di antara
PERMA 02/2012 dan UU Perkebunan mengenai tindak pidana pencurian
terhadap perkebunan sawit dan sanksinya.

Sehingga, pandangan penulis menyatakan bahwa ketentuan pidana
dalam UU Perkebunan-lah yang berlaku dalam kasus pencurian pada ruang
lingkup perhutanan. Mengingat apabila kita meninjau terhadap Pasal 63
ayat (2) KUHP dan Pasal 103 KUHP yang menerangkan bahwa:

Pasal 63 ayat (2) KUHP
“Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana
yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka
hanya yang khusus itulah yang diterapkan”.
Pasal 103 KUHP
“Ketentuan-ketentuan dalam Bab | sampai Bab VIII buku

ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan

perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali

jika oleh undang-undang ditentukan lain”.

Maka dari itu, karena Pasal 107 UU Perkebunan telah mengatur
secara khusus mengenai ketentuan pidana terhadap pencurian terhadap
hasil perkebunan, maka ketentuan pidana umum dalam Pasal 362 dan Pasal
364 KUHP tidak berlaku terhadap tindak pidana tersebut. Oleh karena

ketentuan dalam PERMA 02/2012 mengacu pada ketentuan pidana dalam

KUHP, maka ketentuan pencurian ringan dalam Pasal 1 PERMA 02/2012
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tidak berlaku bagi pencurian terhadap hasil perkebunan kelapa sawit,
karena telah terlebih dahulu diatur oleh aturan pidana yang khusus di luar
KUHP dalam Pasal 107 UU Perkebunan.

Tindak Pidana Berlanjut

Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di
Indonesia (hal. 136) menafsirkan Pasal 64 ayat (1) KUHP bahwa dalam hal
seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan
kejahatan atau pelanggaran, tetapi ada hubungan antara perbuatan-
perbuatan itu sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu
perbuatan dilanjutkan, maka hanya satu ketentuan hukum pidana yang
diberlakukan; jika berlainan, ketentuan yang memuat hukuman pokok yang
terberat yang diterapkan.

Sebaliknya, sebagaimana telah disampaikan Projodikoro padabuku
yang sama, jika seseorang sudah dijatuhi hukuman perihal suatu kejahatan,
kemudian setelah selesai menjalani hukuman melakukan suatu kejahatan
lagi, maka perilaku tersebut dapat disebut sebagai recidivie. Akibatnya,
hukuman yang akan dijatuhkan malahan diperberat melebihi hukuman
maksimum, 3

C. Pemalsuan

33 https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/I1t5d80638fa9140/pencurian-ringan-hasil-
perkebunan-secara-
berulang/#:~:text=Pasal%20362%20KUHP,paling%20banyak%20sembilan%20ratus%20rupiah,
diunduh pada Minggu 26 Juli 2020, pukul 13.00 Wib.


https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d80638fa9140/pencurian-ringan-hasil-perkebunan-secara-berulang/#%3A~%3Atext%3DPasal%20362%20KUHP%2Cpaling%20banyak%20sembilan%20ratus%20rupiah
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d80638fa9140/pencurian-ringan-hasil-perkebunan-secara-berulang/#%3A~%3Atext%3DPasal%20362%20KUHP%2Cpaling%20banyak%20sembilan%20ratus%20rupiah
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d80638fa9140/pencurian-ringan-hasil-perkebunan-secara-berulang/#%3A~%3Atext%3DPasal%20362%20KUHP%2Cpaling%20banyak%20sembilan%20ratus%20rupiah
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d80638fa9140/pencurian-ringan-hasil-perkebunan-secara-berulang/#%3A~%3Atext%3DPasal%20362%20KUHP%2Cpaling%20banyak%20sembilan%20ratus%20rupiah
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Tindak pidana berupa pemalsuan suatu surat dapat kita jumpai

ketentuannya dalam Pasal 263 Kitab Undang Undang Hukum Pidana

(“KUHP”) yang berbunyi:

1)

2)

Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang
dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan
hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada
sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh
orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan
tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat
menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan
pidana penjara paling lama enam tahun.

Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan
sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah
sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Adapun penjelesan didalam pasal 263 KUHP, yaitu membuat surat

yang isinya bukan semestinya atau membuat surat sedemikian rupa,

sehingga menunjukkan seperti aslinya. Surat dalam hal ini adalah yang

dapat menerbitkan : suatu hal, suatu perjanjian, pembebasan hutang dan

surat yang dapat dipakai sebagai sebagai suatu keterangan perbuatan atau

peristiwva. Adapun ancaman pidana didalam pasal 263 KUHP tentang

pemalsuan surat yakni paling lama 6 tahun, dan Pasal 264 KUHP paling

lama 8 tahun.

d.  Penggelapan.

Pasal 372 yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki
barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan
orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena
kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara
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paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak
sembilan ratus rupiah.”

Penggelapan diatur dalam pasal 372 KUHP. Yang termasuk
penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian
atau seluruhnya) di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada
pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah. Misalnya, penguasaan suatu
barang oleh pelaku terjadi karena pemiliknya menitipkan barang tersebut.
Atau penguasaan barang oleh pelaku terjadi karena tugas atau jabatannya,
misalnya petugas penitipan barang. Tujuan dari penggelapan adalah
memiliki barang atau uang yang ada dalam penguasannya yang mana

barang/ uang tersebut pada dasarnya adalah milik orang lain.3*

e. Penadahan.
Tindak Pidana Penadahan Penadahan dapat di temukan dasar
hukumnya dalam Pasal 480 KUHP yang berbunyi:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun
atau pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah:

1)  barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadali,
menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual,
menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut,
menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang
diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari
kejahatan penadahan;

2) barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda,
yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa
diperoleh dari kejahatan”.

34 https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It4ceb3048897ea/penggelapan-dan-
penipuan/ diunduh pada Minggu 26 Juli 2020, pukul 13.30 Wib.
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Seseorang dinyatakan sebagai penadah jika memenuhi unsur-unsur
dalam Pasal 480 KUHP yang disebutkan di atas, khususnya perbuatan yang
disebutkan pada sub 1 dari pasal tersebut. Yang menjadi perhatian adalah,
untuk dikatakan sebagai penadah, barang tersebut harus bisa disangka
diperoleh karena kejahatan. Berarti di sini seorang pembeli dianggap telah
mengetahui bahwa barang yang dijual dengan harga yang tidak wajar
adalah barang yang berasal atau patut disangka berasal dari hasil pencurian
atau karena kejahatan, dapat dikatakan sebagai penadah karena memenuhi

unsur Pasal 480 KUHP.%®

Ketiga, Undang-Undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 50

ayat (1), (2), dan (3) yang berbunyi:

1)  Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana
perlindungan hutan.

2) Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan
kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin
usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta
izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang
melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.

3)  Setiap orang dilarang:

a  mengerjakan dan atau menggunakan dan atau
menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
b.  merambah kawasan hutan;
C. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan
dengan radius atau jarak sampai dengan:
o 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau
danau;

3 https://Isc.bphn.go.id/konsultasiView?id=1190 diunduh Pada Minggu 26 Juli 2020, pukul
13.30 Wib.


https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=1190

o 200 (dua ratus) meter dari tepimata air dan Kiri
kanan sungai di daerah rawa;
o 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
o 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak
sungai;
o 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
o 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang
tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
membakar hutan;
menebang pohon atau memanen atau memungut hasil
hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin
dari pejabat yang berwenang;
menerima, membeli atau menjual, menerima tukar,
menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil
hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari
kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara
tidak sah;
melakukan kegiatan penyelidikan umum atau
eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam
kawasan hutan, tanpa izin Menteri;
mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan
yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat
keterangan sahnya hasil hutan;
menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan
yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud
tersebut oleh pejabat yang berwenang;
membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya
yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk
mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan,
tanpa izin pejabat yang berwenang;
membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk
menebang, memotong, atau membelah pohon di
dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang
berwenang;
membuang benda-benda yang dapat menyebabkan
kebakaran dan kerusakan serta membahayakan
keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam
kawasan hutan; dan mengeluarkan, membawa, dan
mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang
tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari
kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.
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Ke-empat, Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan
Di atur dalam pasal Pasal 103 yang berbunyi, sebagai berikut :

“Setiap pejabat yang menerbitkan izin Usaha Perkebunan
di atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Pasal 104 yang berbunyi, sebagai berikut :

“Setiap Orang yang mengeluarkan sumber daya genetik
Tanaman Perkebunan yang terancam punah dan/atau yang dapat
merugikan kepentingan nasional dari wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat
(1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar
rupiah)”.

Pasal 105 yang berbunyi, sebagai berikut :

“Setiap Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha
budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu
dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas
pabrik tertentu yang tidak memiliki izin Usaha Perkebunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling
banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Pasal 106 yang berbunyi, sebagai berikut :

“Menteri, gubernur dan bupati/wali kota yang berwenang
menerbitkan izin usaha perkebunan yang: menerbitkan izin yang
tidak sesuai dengan peruntukan; dan/atau menerbitkan izin yang
tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-
undangan;sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda
paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Pasal 107 yang berbunyi, sebagai berikut :

“Setiap Orang secara tidak sah yang mengerjakan,
menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai  Lahan
Perkebunan; mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau



menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat
Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan
melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan;
atau memanen dan/atau memungut Hasil
Perkebunan;sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda
paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”.

Pasal 108 yang berbunyi, sebagai berikut :

“Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau
mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara lama 10
(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah)”.

Pasal 109 yang berbunyi, sebagai berikut :

“Pelaku Usaha Perkebunan yang tidak menerapkan analisis
mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan
lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;
analisis risiko lingkungan hidup; dan pemantauan lingkungan
hidup;sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dipidana dengan
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling
banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Pasal 110 yang berbunyi, sebagai berikut :

“Setiap Orang yang dalam pengolahan, peredaran, dan/atau
pemasaran Hasil Perkebunan yang melakukan: pemalsuan mutu
dan/atau kemasan Hasil Perkebunan; penggunaan bahan penolong
dan/atau bahan tambahan untuk pengolahan; dan/atau pencampuran
Hasil Perkebunan dengan benda atau bahan lain;yang dapat
membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia, merusak fungsi
lingkungan hidup, dan/atau menimbulkan persaingan usaha tidak sehat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 111 yang berbunyi, sebagai berikut :

“Setiap Orang yang menadah hasil Usaha Perkebunan yang
diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 78 dipidana dengan pidana penjara paling
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lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak
Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah)”.

Pasal 112 yang berbunyi, sebagai berikut :

“Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang mengiklankan hasil
Usaha Perkebunan yang menyesatkan konsumen sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 79 dipidana dengan pidana penjara paling
lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Pasal 113 yang berbunyi, sebagai berikut :

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan
Pasal 109 dilakukan oleh korporasi, selain pengurusnya dipidana
berdasarkan Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal
107, Pasal 108, dan Pasal 109, korporasinya dipidana dengan
pidana denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana
denda dari masing-masing tersebut Dalam hal perbuatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105,
Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 109 dilakukan oleh
pejabat sebagai orang yang diperintahkan atau orang yang karena
jabatannya memiliki kewenangan di bidang Perkebunan, pejabat
tersebut dipidana dengan pidana sebagaimana ancaman pidana
dalam Undang-Undang ini ditambah 1/3 (sepertiga)”.

Kelima, Undang-Undang No. 32 tahun 2009 Tentang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 1 ayat (2) adalah upaya sistematis dan
terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan
mencegah terjadinya pengrusakan lingkingan seperti yang tetera didalam
Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pencemaran serta
kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan,
pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. pada Bab X
bagian 3 pasal 69 tentang larangan dalam perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup yang meliputi larangan melakukan pencemaran, memasukkan
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benda berbahaya dan beracun (B3), memasukkan limbah ke media lingkungan
hidup, melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, dan lain sebagainya.
Tidak hanya itu saja didalam aturan tersebut pada Bab XV pasal 97 sampai
dengan pasal 123 mengenai larangan di ikutsertakan pula dengan sanksi yang
tegas dan jelas. Salah satunya tertera pada pasal 103 yaitu, Setiap orang yang
menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)
tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00
(tiga miliar rupiah). Pasal 3 huruf g menerangkan tentang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk menjamin pemenuhan dan

perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Ke-enam, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi
Daerah pasal 1 ayat (7), yang berbunyi:

“Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah
oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI)”.%

Ke-tujuh, Undang-Undang 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan
Pemberantasan Perusakan Hutan membahasan ketentuan pidana yang di atur
dalam pasal 82 sampai dengan pasal 109 yang berbunyi:

Pasal 82 yang berbunyi, sebagai berikut :
1)  Orang perseorangan yang dengan sengaja:
a Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang
tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;

36 pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah



2)

3)

Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa
memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang
berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 hurufb;
dan/atau

Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara
tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf ¢
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)
tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda
paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima
ratus juta rupiah).

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di
dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2
(dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00
(lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah).
Korporasi yang:

a Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang

tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 huruf &;

Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan
tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang
berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf
b; dan/atau

Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan
secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf ¢ dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5
(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta
pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima
miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00
(lima belas miliar rupiah).

Pasal 83 yang berbunyi, sebagai berikut :

1)

Orang perseorangan yang dengan sengaja:

memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut,
menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan
hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf d;

74



2)

3)

4)

Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu
yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan
sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf e; dan/atau

Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari
hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat1
(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana
denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar
lima ratus juta rupiah).

Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:

a

Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut,
menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan
hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf d;

Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu
yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan
sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf e; dan/atau

Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari
hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat8
(delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana
denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ dan ayat (2) huruf c dilakukan oleh orang perseorangan
yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan
hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3
(tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda
paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Korporasi yang:

a

Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut,
menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan
hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf d;

Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu
yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan
sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf e; dan/atau
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C. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari
hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 huruf h dipidana . . . dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima
belas) tahun serta pidana denda paling sedikit
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak
Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 84 yang berbunyi, sebagai berikut :

1

2

3

4

Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat
yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau
membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang
berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (tahun) tahun
dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit
Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling
banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Orang perseorangan yang karena kelalaiannya membawa alat-alat
yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau
membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang
berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan
dan paling lama 2 (dua) tahun serta pidana denda paling sedikit
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat
tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan serta paling
lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit
Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Korporasi yang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk
menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan
hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan
pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar
rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas
miliar rupiah).

Pasal 85 yang berbunyi, sebagai berikut :
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1)

2

Pasal

Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat
berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga
akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam
kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 huruf g dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10
(sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Korporasi yang membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat
lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk
mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin
pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf g dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda
paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan
paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

86 yang berbunyi, sebagai berikut :

1)  Orang perseorangan yang dengan sengaja:

a Mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui
darat, perairan, atau udara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 huruf i; dan/atau

b.  Menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk
ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
melalui sungai, darat, laut, atau udara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 huruf j dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan
paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling
sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan
paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima
ratus juta rupiah).

2)  Korporasi yang:

a Mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui
darat, perairan, atau udara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 huruf i; dan/atau

b. Menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk
ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
melalui sungai, darat, laut, atau udara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 huruf j dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan
paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda
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paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar
rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00
(lima belas miliar rupiah).

Pasal 87 yang berbunyi, sebagai berikut :

1)  Orang perseorangan yang dengan sengaja:

a

Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima
titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui
berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 huruf k;

Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan
kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau
dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 huruf I; dan/atau

Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan,
menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang
berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut
secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf m dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1
(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana
denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar
lima ratus juta rupiah).

2)  Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:

a

Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima
titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui
berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 huruf k;

Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan
kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau
dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 huruf |; dan/atau

Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan,
menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang
berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut
secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf m dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8
(delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana
denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima
puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah).
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3)  Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat
tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan
paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit
Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

4)  Korporasi yang:

a

Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima
titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui
berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 huruf k;

Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan
kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau
dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 huruf I; dan/atau

Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan,
menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang
berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut
secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf m dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5
(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta
pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima
miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00
(lima belas miliar rupiah).

Pasal 88 yang berbunyi, sebagai berikut :

1)  Orang perseorangan yang dengan sengaja:

a

Melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki
dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil
hutan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan
perundangundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
16;

Memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu
dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan
kayu yang palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
dan/atau

Melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan
kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama
5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit
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Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling
banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta
rupiah).

2)  Korporasi yang:

a

Melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki
dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil
hutan ~ sesuai  dengan  ketentuan peraturan
perundangundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
16;

memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu
dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan
kayu yang palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
dan/atau

Melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan
kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling
lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak
Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 89 yang berbunyi, sebagai berikut :

1)  Orang perseorangan yang dengan sengaja:

a

Melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan
tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (1) huruf b; dan/atau

Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang
lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan
kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang
di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama
15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit
Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan
paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar
rupiah).

2)  Korporasi yang:

a

Melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan
tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (1) huruf b; dan/atau

Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang
lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan
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kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang
di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling
lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit
Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling
banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 90 yang berbunyi, sebagai berikut :

1

2

Orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut dan/atau
menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan
penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf ¢ dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh)
tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu
miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Korporasi yang mengangkut dan/atau menerima titipan hasil
tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam
kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5
(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana
denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan
paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 91 yang berbunyi, sebagai berikut :

1)

2)

Orang perseorangan yang dengan sengaja:

a Menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil
tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam
kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (1) huruf d; dan/atau

b.  Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang
dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa
izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)
tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana
denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima
ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00
(lima miliar rupiah).

Korporasi yang:
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Menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil
tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam
kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (1) huruf d; dan/atau

Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang
dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa
izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana
denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar
rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima
belas miliar rupiah).

Pasal 92 yang berbunyi, sebagai berikut :

1)  Orang perseorangan yang dengan sengaja:

a

Melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di
dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17 ayat (2) huruf b; dan/atau

Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang
lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan
kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di
dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama
10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit
Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan
paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2)  Korporasi yang:

a

Melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di
dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17 ayat (2) huruf b; dan/atau

Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang
lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan
kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di
dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling
lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit
Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling
banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 93 yang berbunyi, sebagai berikut :
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1)

2)

3)

Orang perseorangan yang dengan sengaja:

a

Mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan
yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan
hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (2) huruf c;

Menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil
perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam
kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau

Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari
perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam
kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (2) huruf e dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh)
tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00
(satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:

a

Mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan
yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan
hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (2) huruf c;

Menjual, menguasai, memiliki dan/atau menyimpan hasil
perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam
kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau

Membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil kebun dari
perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam
kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (2) huruf e dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun
dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus
juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah).

Korporasi yang:

a

Mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan
yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan
hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (2) huruf c;

Menjual, menguasai, memiliki dan/atau menyimpan hasil
perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam
kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau
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Membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil kebun dari
perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam
kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (2) huruf e dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima
belas) tahun serta pidana denda paling sedikit
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak
Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 94 yang berbunyi, sebagai berikut :

1)  Orang perseorangan yang dengan sengaja:

a

Menyuruh,  mengorganisasi, atau  menggerakkan
pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan
secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
huruf a;

Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan
pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan
secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
huruf c;

Mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan
hutan secara tidak sah secara langsung atau tidak langsung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d; dan/atau d.
mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil
penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah
menjadi kayu yang sah atau hasil penggunaan kawasan
hutan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di
dalam maupun di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 15 (lima belas)
tahun serta pidana denda paling sedikit
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling
banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

2)  Korporasi yang:

a

Menyuruh,  mengorganisasi,  atau  menggerakkan
pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan
secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
huruf a;

Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan
pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan
secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
huruf c;
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Mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan
hutan secara tidak sah, secara langsung atau tidak langsung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d; dan/atau
Mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan atau hasil
penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah
menjadi kayu yang sah atau hasil penggunaan kawasan
hutan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di
dalam maupun di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama seumur hidup
serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00
(dua puluh  miliar rupiah) dan paling banyak
Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

Pasal 95 yang berbunyi, sebagai berikut :

1)  Orang perseorangan yang dengan sengaja:

a

Memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan
mengubah  bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan
limbahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g;
Menempatkan, mentransfer, membayarkan,
membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan,
menitipkan, membawa ke luar negeri dan/atau menukarkan
uang atau surat berharga lainnya serta harta kekayaan
lainnya yang diketahuinya atau patut diduga merupakan
hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan
hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 huruf h; dan/atau

Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang
diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan
liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak
sah sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf i dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan
paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling
sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan
paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar
rupiah).

2)  Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:

a

Memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan
mengubah  bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan
limbahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g;
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3)

Menempatkan, mentransfer, membayarkan,
membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan,
menitipkan, membawa ke luar negeri dan/atau menukarkan
uang atau surat berharga lainnya serta harta kekayaan
lainnya yang diketahuinya atau patut diduga merupakan
hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan
hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 huruf h; dan/atau

Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang
diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan
liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak
sah sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf i dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan
paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling
banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Korporasi yang:

a

Memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan
mengubah  bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan
limbahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g;
Menempatkan, mentransfer, membayarkan,
membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan,
menitipkan, membawa ke luar negeri, dan/atau
menukarkan uang atau surat berharga lainnya serta harta
kekayaan lainnya yang diketahuinya atau patut diduga
merupakan hasil pembalakan liar dan/atau hasil
penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 huruf h; dan/atau
Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang
diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan
liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak
sah sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf i dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun
dan paling lama seumur hidup serta pidana denda paling
sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan
paling banyak Rpl1.000.000.000.000,00 (satu triliun
rupiah).

Pasal 96 yang berbunyi sebagai berikut :

1)

Orang perseorangan yang dengan sengaja:
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Memalsukan surat izin pemanfaatan hasil hutan kayu
dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 huruf &;

Menggunakan surat izin palsu pemanfaatan hasil hutan
kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 huruf b; dan/atau
Memindahtangankan atau menjual izin yang dikeluarkan
oleh pejabat yang berwenang kecuali dengan persetujuan
Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)
tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda
paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima
ratus juta rupiah).

2)  Korporasi yang:

a

Memalsukan surat izin pemanfaatan hasil hutan kayu
dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 huruf a;

Menggunakan surat izin palsu pemanfaatan hasil hutan
kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 huruf b; dan/atau
Memindahtangankan atau menjual izin yang dikeluarkan
oleh pejabat yang berwenang kecuali dengan persetujuan
Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana
denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar
rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima
belas miliar rupiah).

Pasal 97 yang berbunyi, sebagai berikut :

1)  Orang perseorangan yang dengan sengaja:

a

b.

Merusak sarana dan prasarana pelindungan hutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; dan/atau

erusak, memindahkan, atau menghilangkan pal batas luar
kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau batas
kawasan hutan yang berimpit dengan batas negara yang
mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau luasan kawasan
hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan
paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling
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2)

3)

banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta
rupiah).

Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:

a Merusak sarana dan prasarana pelindungan hutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; dan/atau

b.  Merusak, memindahkan, atau menghilangkan pal batas luar
kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau batas
kawasan hutan yang berimpit dengan batas negara yang
mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau luasan kawasan
hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan
paling lama 2 (dua) tahun serta pidana denda paling sedikit
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Korporasi yang:

a Merusak sarana dan prasarana pelindungan hutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; dan/atau

b.  Merusak, memindahkan, atau menghilangkan pal batas luar
kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau batas
kawasan hutan yang berimpit dengan batas negara yang
mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau luasan kawasan
hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan
paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling
sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan
paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar
rupiah).

Pasal 98 yang berbunyi, sebagai berikut :

1

2

Orang perseorangan yang dengan sengaja turut serta melakukan
atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan
kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat1
(satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda
paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan
paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta
rupiah).

Orang perseorangan Yyang karena kelalaiannya turut serta
melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau
penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun
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3

serta pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus
juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah).

Korporasi yang turut serta melakukan atau membantu terjadinya
pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak
sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling
lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak
Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 99 yang berbunyi, sebagai berikut :

1)

2)

3)

Orang perseorangan yang dengan sengaja menggunakan dana
yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau
penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 15 (lima belas)
tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00
(seratus miliar rupiah).

Orang perseorangan yang karena kelalaiannya menggunakan
dana yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau
penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan
pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima
ratus juta rupiah).

Korporasi yang menggunakan dana yang diduga berasal dari hasil
pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak
sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan
paling lama seumur hidup serta pidana denda paling sedikit
Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling
banyak Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

Pasal 100 yang berbunyi, sebagai berikut :

1)

Orang perseorangan yang dengan sengaja mencegah, merintangi,
dan/atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung
upaya pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan
hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan
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2)

paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Korporasi yang mencegah, merintangi, dan/atau menggagalkan
secara langsung maupun tidak langsung upaya pemberantasan
pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima
belas) tahun serta pidana denda paling sedikit
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak
Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 101 yang berbunyi, sebagai berikut :

1)

2)

3)

Orang perseorangan yang dengan sengaja memanfaatkan kayu
hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara
tidak sah yang berasal dari hutan konservasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana
denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus
juta rupiah).

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di
sekitar atau di dalam kawasan hutan dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 3 (tiga) bulan serta paling lama 1 (satu)
tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima
ratus ribu rupiah) paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah).

Korporasi yang memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar
dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang
berasal dari hutan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
21 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun
dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pida na denda
paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling
banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 102 yang berbunyi, sebagai berikut :

1)

Orang perseorangan yang dengan sengaja menghalang-halangi
dan/atau menggagalkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan,
atau pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana pembalakan
liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling
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2)

singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta
pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar
rupiah).

Korporasi yang menghalang-halangi dan/atau menggagalkan
penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di
sidang pengadilan tindak pidana pembalakan liar dan penggunaan
kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda
paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling
banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 103 yang berbunyi, sebagai berikut :

1)

2)

Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan intimidasi
dan/atau ancaman terhadap keselamatan petugas yang melakukan
pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan
kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)
tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda
paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan
paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Korporasi yang melakukan intimidasi dan/atau ancaman terhadap
keselamatan petugas yang melakukan pencegahan dan
pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan
secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling
lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak
Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 104 yang berbunyi sebagai berikut :

“Setiap pejabat yang dengan sengaja melakukan pembiaran
terjadinya perbuatan pembalakan liar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 17 dan Pasal 19, tetapi tidak
menjalankan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan
dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling
sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling
banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah)”.

Pasal 105 yang berbunyi sebagai berikut :
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Setiap pejabat yang:

a

Menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau
penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang
tidak sesuai dengan kewenangannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 huruf a;

Menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau
izin penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan
yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b;
Melindungi pelaku pembalakan liar dan/atau penggunaan
kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 huruf c;

Ikut serta atau membantu kegiatan pembalakan liar
dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d;

Melakukan permufakatan untuk terjadinya pembalakan liar
dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e;
Menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan tanpa hak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f; dan/atau
Dengan  sengaja  melakukan  pembiaran  dalam
melaksanakan tugas sehingga terjadi tindak pidana
pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan
secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
huruf g dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1
(satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana
denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh
miliar rupiah).

Pasal 106 yang berbunyi, sebagai berikut :

“Setiap pejabat yang melakukan kelalaian dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf
h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan
dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Pasal 107 yang berbunyi, sebagai berikut :

“Setiap kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan

kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam
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Pasal 12 sampai dengan Pasal 17 dan Pasal 20 sampai dengan
Pasal 26 yang melibatkan pejabat, pidananya ditambah 1/3 (satu
per tiga) dari ancaman pidana pokok™.

Pasal 108 yang berbunyi sebagai berikut :

“Selain penjatuhan sanksi pidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 82, Pasal 84, Pasal 94, Pasal 96, Pasal 97 huruf a,
Pasal 97 huruf b, Pasal 104, Pasal 105, atau Pasal 106 dikenakan
juga uang pengganti, dan apabila tidak terpenuhi, terdakwa
dikenai hukuman penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman
maksimum dari pidana pokok sesuai dengan ketentuan dalam
Undang-undang ini dan lama pidana sudah ditentukan dalam
putusan pengadilan”.

Pasal 109 yang berbunyi, sebagai berikut :

1) Dalam hal perbuatan pembalakan, pemanenan, pemungutan,
penguasaan, pengangkutan, dan peredaran kayu hasil tebangan
liar dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan
dan/atau penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi
dan/atau pengurusnya.

2)  Perbuatan pembalakan, pemanenan, pemungutan, penguasaan,
pengangkutan, dan peredaran kayu hasil tebangan liar dilakukan
oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh
orang perorangan, baik berdasarkan hubungan kerja maupun
hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut
baik secara sendiri maupun bersamasama.

3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi,
korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

4)  Hakim dapat memerintankan pengurus Kkorporasi agar
menghadap sendiri di sidang pengadilan dan dapat pula
memerintahkan agar pengurus tersebut dibawa ke sidang
pengadilan.

5  Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya
pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sampai
dengan Pasal 103.

6)  Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
82 sampai dengan Pasal 103, korporasi dapat dijatuhi pidana
tambahan berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan.

Ke- delapan, Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 mengeatur

Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi
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Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota di atur dalam pasal 2 ayat (4)

mengenai Urusan Pemerintah yang berbunyi:

Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan

meliputi:

a. pendidikan;

b. kesehatan;

c. pekerjaan umum;

d. perumahan;

e. penataan ruang;

f. perencanaan pembangunan;

g. perhubungan;

h. lingkungan hidup;

i. pertanahan;

j. kependudukan dan catatan sipil;

k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

I. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

m. social;

n. ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;

0. koperasi dan usaha kecil dan menengah;

p. penanaman modal;

g. kebudayaan dan pariwisata;

r. kepemudaan dan olah raga;

s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;

t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi
keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian,
dan persandian;

u. pemberdayaan masyarakat dan desa;

v. statistik;

w. kearsipan;

X. perpustakaan;

y. komunikasi dan informatika;

z. pertanian dan ketahanan pangan;

aa. kehutanan

bb. energi dan sumber daya mineral

cc. kelautan dan perikanan;.

dd. perdagangan; dan ee. perindustrian.
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Ke — Sembilan, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Pemberantasan Penebangan Kayu secara illegal di kawasan hutan dan
peredarannya di seluruh wilayah Indonesia dan mengularkan Surat Edaran
Nomor 01 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidana
Kehutanan. Upaya tersebut merupakan payung hukum dalam pemberantasan
penebangan liar (illegal logging) yang diharapkan kelangsungan hutan di

Indonesia dapat terselamatkan.

E. Pelestarian Lingkungan Hidup.

1.  Pengertian Pelestarian Lingkungan Hidup

Lingkungan adalah seluruh faktor luar yang memengaruhi suatu
organisme; faktor-faktor ini dapat berupa organisme hidup (biotic factor) atau
variabel-variabel yang tidak hidup (abiotic factor).®” Dari hal inilah kemudian
terdapat dua komponen utama lingkungan, yaitu:

a Biotik: Makhluk (organisme) hidup;
b.  Abiotik: Energi, bahan kimia, dan lain-lain.®®

Interaksi-interaksi antara organisme-organisme dengan kedua faktor biotik
dan abiotik membentuk suatu ekosistem. Ekosistem adalah tatanan unsur

lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling

37 Mulyanto. Ilmu Lingkungan, Graha llmu, Yogyakarta, 2007, him. 1.
38 Agoes Soegianto, Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan, Airlangga
University Press, Surabaya, 2010, him. 1.
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memengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas
lingkungan hidup.%

Namun, pada hakikatnya keseimbangan alam (balance of nature)
menyatakan bahwa bukan berarti ekosistem tidak berubah. Ekosistem itu sangat
dinamis dan tidak statis. Komunitas tumbuhan dan hewan yang terdapat dalam
beberapa ekosistem secara gradual selalu berubah karena adanya perubahan
komponen lingkungan fisiknya. Tumbuhan dan hewan dalam ekosistem juga
berubah karena adanya kebakaran, banjir, erosi, gempa bumi, pencemaran, dan
perubahan iklim. Walaupun ekosistem selalu berubah, ia memunyai kemampuan

untuk kembali pada keadaan semula selama perubahan itu tidak drastis.*°

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 ayat 1, lingkungan hidup adalah
kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup,
termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri,
kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup
lain.

Kebijakan umum tentang ligkungan hidup di Indonesia, telah dituangkan
dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan ketentuan Undang-Undang

% Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.
40 Agoes Soegianto, op.cit, him. 39.
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payung terhadap semua bentuk peraturan mengenai masalah dibidang
lingkungan hidup. Terkait dengan kajian masalah lingkungan hidup, banyak para
akhli memberikan definisi atau arti mengenai lingkungan hidup. Tentunya
mereka mendefinisikan didasarkan atas latar belakang keilmuan yang mereka
miliki. Husein mendefinisikan lingkungan hidup sebagai berikut : 4
“Lingkungan hidup mengandung mengandung arti termpat,
wadah atau ruang yang ditempati oleh makhluk hidup dan tak
hidup yang berhubungan dan saliong pengaruh-mempengaruhi

satu sama lain, baik antara makhluk-makhluk itu sendiri maupun
antara makhluk-makhluk itu dengan alam sekitarnya”.

2.  Landasan Peraturan Pelestarian Lingkungan Hidup

Perubahan (amandemen) keempat Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) pada tahun 2002, selain penegasan
mengenai konstitusionalisasi kebijakan ekonomi, juga peningkatan status
lingkungan hidup dikaitkan dengan hak -hak asasi manusia yang dijamin oleh

Undang-Undang Dasar.

Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang mengatur tentang lingkungan hidup dirumuskan dalam 2 (dua)
pasal, yaitu Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun isi pasal 28 H ayat (1), yaitu :

41 Harum .M.Husein, Lingkungan Hidup Masalah Pengelolaan Dan Penegakan Hukumnya,
Bumi Angkasa, Jakarta, 1995 ,him. 6
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“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat
tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta
berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Dan isi pasal 33 ayat (4), yaitu :

“ Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas
demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian,
serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi
nasional”.

Pembukaan UUD NRI 1945 menegaskan kewajiban Negara dan tugas
pemerintah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan umat manusia.
Merujuk pada ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, berarti hak untuk memperoleh lingkungan
hidup yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan yang baik, merupakan Hak
Asasi Manusia (HAM). Karena itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 jelas sangat pro lingkungan hidup, sehingga dapat disebut

sebagai konstitusi hijau (Green Constitution).*?

Perhatian negara-negara di dunia termasuk Indonesia terhadap lingkungan
hidup baru bangkit setelah Konferensi Stockholm 1972. Bahkan Undang-Undang
tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai peraturan
payung untuk lingkungan baru tercipta setelah lewat sepuluh tahun, yaitu tahun

1982. Undang-Undang itu ialah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982.25

42 Jimly Asshiddigie, Green Constitution: Nuansa Hijau UUD NRI Tahun 1945, Rajawali Pers,
Jakarta, 2009, him. 79.
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Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan
Lingkungan Hidup (UULH), telah berlaku lebih kurangnya 15 tahun. Untuk
menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan lingkungan yang
begitu pesat, Undang-Undang Lingkungan Hidup tersebut mengalami
pembaharuan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH). Selanjutnya setelah berlakunya
Undang-Undang ini selama dua belas tahun maka dengan alasan yang sama demi
mengakomodir tuntutan globalisasi zaman maka pada tanggal 3 Oktober 2009
disahkanlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).*®

Perbedaan mendasar antara UUPLH dengan UUPPLH ini adalah adanya
penguatan terhadap prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan
yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik serta adanya kejelasan
kewenangan antara pusat dan daerah UUPPLH tersebut berlaku sebagai payung
atau umbrella act atau umbrella provision atau dalam ilmu hukum disebut
kaderwet atau raamwet, sebab hanya diatur ketentuan pokoknya saja. Oleh
karenanya harus didukung oleh banyak peraturan pelaksanaannya. Peraturan
yang dimaksud telah berkembang dari hari ke hari yang dilakukan oleh instansi
Kementerian dan Non Kementerian di bawah Koordinasi Kementerian

Lingkungan Hidup. Penjabaran asas dan tujuan pengelolaan lingkungan hidup ini

4 Hermin Kadiati Koeswadji, Hukum Pidana Lingkungan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993,
him. 129.



100

telah dilakukan dalam berbagai ketentuan perundang-undangan di bidang

pengelolaan berbagai sumber daya.**

Selain itu, menurut UUPPLH ini terdapat delapan hak atas lingkungan yang
diatur, yaitu :

a. Pasal 65 ayat (1) bahwa setiap orang berhak atas lingkungan yang
baik dan sehat sebagai bagian dari HAM,

b. Hak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, tertera pada Pasal
65 ayat (2)

c. Hak akses informasi, tertera pada Pasal 65 ayat (2) ,

d. Hak akses partisipasi, tertera pada Pasal 65 ayat (2) ,

e. Hak mengajukan usul atau keberatan terhadap rencana usaha
dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak
terhadap lingkungan hidup, tertera pada Pasal 65 ayat (3) ,

f. Hak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup, tertera pada Pasal 65 ayat (4)

g. Hak untuk melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan hidup, tertera pada pasal 65 ayat (5)

h. Hak untuk tidak dapat dituntut secara pidana dan digugat secara
perdata dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang

baik dan sehat pasal 66

4 Mohammad Askin, Seluk Beluk Hukum Lingkungan, Nekamatra, 2010, him. 63.
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Semua pengaturan tentang lingkungan hidup pada dasarnya dimaksudkan
agar alam dapat dimanfaatkan bagi kepentingan kesejahteraan umat manusia
pada saat ini dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah untuk kepentingan
kesejahteraan umat di masa mendatang (sustainable development). Dengan kata
lain pembuatan UUPPLH serta aturan sektoral lainnya dimaksudkan atau dijiwai

untuk menyelamatkan lingkungan.*®

45 Syahrul Machmud, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012,
him. 3.



